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PEMBANGUNAN
KAMPUNG GEMBIRA 

GEMBRONG
Pekerja menyelesaikan 
pembangunan permu-
kiman Kampung Gembira 
Gembrong di Jakarta, Ju-
mat (2/9). Pemprov DKI 
Jakarta membangun 136 
unit rumah bagi korban 
kebakaran di permukim-
an Kampung Gembira 
Gembrong yang ditarget-
kan selesai pada bulan 
September 2022.

DEPOK (IM) - Sejum-
lah warga RT 007 RW 003, 
Kampung Serab, Kelurahan 
Tirtajaya, Kecamatan Sukma-
jaya, Depok, mengeluhkan 
akses jalan mereka ditembok 
orang lain secara sepihak. 
Pantauan di lokasi, tembok 
yang berbahan beton itu 
memiliki panjang sekitar 3 
meter dengan tinggi 2 meter. 

Salah seorang warga ber-
nama Ani mengatakan, pen-
embokan akses di Jalan Ke-
daung Tirta itu sebelumnya 
tak pernah diketahui warga. 
Menurut dia, pihak yang 
membangun tembok hanya 
menyosialisasikan hal itu ke-
pada RT lain, namun tidak di 
wilayah lingkungannya. 

“Saya kaget tiba-tiba 
dipagar, saya dibilang jangan 
ke sana-sana rame banyak 
orang mager. Kemarin saya 
sempat tanya ke RT katanya 
sudah, tapi bukan di RT sini 
dan belum sampai ke warga,” 
kata Ani saat ditemui di lo-
kasi, Jumat (2/9). 

Lebih lanjut, Ani menye-
butkan akses untuk menuju 

Jalan Raya KSU itu meru-
pakan jalan desa. “Saya kaget 
ini kan akses warga, saya di 
sini sejak tahun 1988, saya 
tahu ini namanya jalan desa 
asli,” kata dia. 

Untuk itu, Ani men-
gatakan, penutupan akses 
jalan tersebut sangat berdam-
pak pada kegiatan usahanya. 
“Saya sangat berdampak, 
biasanya kan akses dari sana 
(KSU) banyak yang nyari 
bakso malang, sekarang kan 
sudah tidak bisa karena pada 
enggak mau muter-muter 
jauh,” keluh Ani. 

“Sedangkan (buat akses) 
mobil pun sudah di portal-
portal, jadi sekarang tentu 
saya ada pengurangan omset 
mulai kemarin warung saya 
sepi,” sambungnya. 

Diwawancara terpisah, 
Ketua RT 007 RW 003, Yuli 
mengaku tak mengetahui 
permasalahan atas penembo-
kan jalan secara sepihak itu. 
“Persoalannya kami sih tidak 
tahu persisnya seperti apa, 
otomatis ini tiba-tiba langsung 
ditutup,” ujar Yuli.  yan

Warga Keluhkan Akses Jalan di 
Kampung Serab Ditutup Tembok

JAKARTA (IM) - Ke-
pala Bidang Perumahan 
Dinas Perumahan Rakyat 
dan Kawasan Permuki-
man DKI Jakarta, Suharyati 
mengumumkan hasil kajian 
kelayakan rumah susun di 
Kepulauan Seribu, khususnya 
untuk menyelesaikan persoa-
lan kepadatan penduduk di 
Kelurahan Pulau Panggang 
dan Kelurahan Pulau Kelapa, 
Kepulauan Seribu Utara.

“Dari hasil kajian, ada 
dua pulau yang memang 
layak dibangun rumah susun 
di antaranya Pulau Heksagon 
di (Kelurahan) Pulau Pang-
gang dan Pulau Panjang di 
(Kelurahan) Pulau Kelapa,” 
ujar Suharyati dalam keteran-
gan pers di Jakarta, kemarin.

Pulau Heksagon bera-
da pada ujung barat Pulau 
Panggang dengan luas lahan 
sekitar 8.064 meter persegi. 
Sedangkan Pulau Panjang 
memiliki luas daratan kurang 
lebih 12 hektare.

Rencananya, rumah su-
sun yang dibangun mulai 
2024 nanti di dua pulau terse-
but memiliki empat lantai 
dengan kapasitas 216 unit 
kamar. Sedangkan pembua-
tan gambar desain teknis 
secara detail yang dijadikan 
sebagai acuan pelaksanaan 
proyek atau Detail Engineer-
ing Design (DED) dimulai 

pada 2023.
Selanjutnya, Suharyanti 

mengatakan Suku Dinas 
PRKP Kepulauan Seribu 
mulai mensosialisasikan ha-
sil kajian kelayakan lokasi 
pendirian rumah susun ke-
pada warga yang bermukim 
di Kelurahan Pulau Panggang 
dan Kelurahan Pulau Kelapa, 
Kamis.

Petugas Suku Dinas 
PRKP Kepulauan Seribu 
mensosialisasikan hasil kajian 
kelayakan itu guna menindak-
lanjuti usulan masyarakat dari 
dua kelurahan yang berada di 
Kecamatan Kepulauan Seri-
bu Utara tersebut saat 2021, 
ingin dibuatkan rencana aksi 
peningkatan kualitas permu-
kiman berbasis komunitas 
(Community Action Plan/
CAP).

Menurut Asisten Per-
ekonomian dan Pembangu-
nan (Asekbang) Kepulauan 
Seribu, Iwan Samosir, warga 
memang mengharapkan 
pembangunan rumah susun 
karena kepadatan permuki-
man di dua kelurahan yang 
ada di Kecamatan Kepulauan 
Seribu Utara tersebut.

Iwan berharap pemban-
gunan rumah susun bisa 
segera terwujud, agar hasil-
nya dapat bermanfaat untuk 
warga Panggang dan Pulau 
Kelapa.  yan

Pemprov DKI Bangun Rumah Susun 
di Kepulauan Seribu Pada 2024

Perlu Ada Pembatasan 
Akses Kota bagi Truk Besar
Ketegasan dibutuhkan untuk menekan 
jumlah korban jiwa meninggal akibat 
truk berbadan besar. Secara umum ke-
celakaan lalu lintas pada 2021 menewas-
kan 25.266 korban jiwa, dengan jumlah 
korban luka berat sebanyak 10.553 
orang dan korban luka ringan 117.913 
orang.

JAKARTA (IM) - Ke-
celakaan truk tronton me-
newaskan 10 warga dan anak-
anak serta 33 orang luka terjadi 
di Kota Bekasi, Rabu (30/8). 
Ke depan upaya tersebut 
bisa dicegah dengan mem-
buat pembatasan akses bagi 
truk berbadan besar di jalan 
perkotaan.

Anggota DPR Komisi V, 
Suryadi Jaya Purnama, men-
gatakan insiden tersebut perlu 
jadi pelajaran.  Ketegasan dibu-
tuhkan untuk menekan jumlah 
korban jiwa meninggal akibat 

truk berbadan besar.
Secara umum kecelakaan 

lalu lintas pada 2021 menewas-
kan 25.266 korban jiwa, den-
gan jumlah korban luka berat 
sebanyak 10.553 orang dan 
korban luka ringan 117.913 
orang.

“Adanya pembatasan wak-
tu operasional, khususnya 
untuk truk berdimensi besar 
seperti truk tronton. Di mana 
pada jam-jam tertentu saat 
terjadi keramaian anak sekolah, 
kantor dan pasar, truk-truk 
besar tersebut diatur waktu 

perjalanannya,” ujar Suryadi 
dalam keterangannya, Jumat 
(2/9).

Karena itu ia meminta 
pihak berwenang untuk men-
gusut tuntas terjadinya ke-
celakaan ini, dan meminta agar 
pemerintah cepat memberikan 
solusi terhadap masalah ini 
agar tidak terulang kembali di 
masa yang akan datang. Bagi 
sopir-sopir yang mengantuk 
atau merasa lelah harus meng-
gunakannya sebagai waktu 
istirahat.

“Namun apabila ingin 
melanjutkan perjalanan maka 
sopir dapat melanjutkan per-
jalanan menggunakan jalan 
tol. Waktu istirahat pada jam 
keramaian tersebut akan mem-
bantu kondisi sopir bisa lebih 
maksimal pada saat berkendara 
kembali,” katanya.

Sur yadi  menjelaskan, 
dengan tidak beroperasinya 
truk pada jam keramaian, 
tentunya dapat berdampak 
pada kelancaran lalu lintas. 
Tak hanya itu, pihaknya juga 
berpandangan pemerintah 

perlu membuat peraturan yang 
mewajibkan perusahaan agar 
selalu mengedukasi sopir-sopir 
armadanya dan juga merawat 
armadanya dengan baik sesuai 
dengan standar yang berlaku.

Dia juga menyarankan 
agar pemerintah memberi-
kan sanksi yang tegas kepada 
perusahaan yang lalai dalam 
menjalankan kewajibannya 
tersebut. Lalu dalam rangka 
menegakkan aturan-aturan 
tersebut perlu adanya inspeksi 
kendaraan secara rutin di se-
tiap wilayah.

“Kami nanti akan coba 
usulkan ini dalam pemba-
hasan revisi UU LLAJ, se-
bagai bahan masukan agar 
kecelakaan serupa tidak teru-
lang,” imbuhnya.

Terkait insiden kecelakaan 
kemarin, ia menyampaikan 
duka cita mendalam atas ke-
celakaan truk pengangkut 
barang yang yang terjadi di Ja-
lan Sultan Agung, Kecamatan 
Bekasi Barat, Kota Bekasi. 
Kecelakaan tersebut mengaki-
batkan 33 orang luka-luka, 10 

diantaranya meninggal dunia.
Korban terbanyak ber-

status pelajar sekolah dasar 
(SD), karena pada saat itu 
sedang jam istirahat dan pulang 
sekolah. “Kami turut berduka 
dan prihatin atas kejadian ini, 
sebab sudah terlalu banyak 
kecelakaan yang diakibatkan 
oleh truk angkutan barang. Hal 
Ini adalah salah satu dampak 
negatif  operasional truk di 
jalan-jalan arteri,” ujar Suryadi.

Berdasarkan data dari 
Korlantas Polri yang dipub-
likasikan Kementerian Per-
hubungan (Kemenhub), angka 
kecelakaan lalu lintas di Indo-
nesia mencapai 103.645 Kasus 
pada tahun 2021, jumlah ini 
meningkat dari tahun 2020 
yaitu sebanyak 100.028 kasus. 
Di mana kecelakaan yang 
diakibatkan oleh truk angku-
tan barang menempati uru-
tan kedua dengan prosentase 
sebesar 12 persen, sedangkan 
urutan pertama didominasi 
oleh kecelakaan sepeda motor 
dengan persentase sebesar 73 
persen.  yan
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Pemprov DKI Buka Peluang Uji Coba 
Pengaturan Jam Kerja PNS dan Swasta

JAKARTA  (IM) - Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) DKI 
Jakarta membuka peluang un-
tuk mengujicoba pengaturan 
jam kerja bagi pegawai negeri 
sipil (PNS) di lingkungan-
nya. Sebagai informasi, Dinas 
Perhubungan (Dishub) DKI 
Jakarta hendak mengujicoba 
pengaturan jam kerja untuk 
mengatasi kemacetan di Ibu 
Kota. 

“(Pengaturan jam kerja) 
tentu bisa bisa diterapkan (di 
lingkungan PNS di lingkun-
gan Pemprov DKI Jakarta),” 
ungkap Kepala Dishub DKI 
Jakarta, Syafrin Liputo, kepada 
awak media, Jumat (2/9). 

Ia menyebutkan, tak hanya 
untuk PNS di lingkungan 
Pemprov DKI saja, uji coba 
pengaturan jam kerja juga bisa 
jadi diterapkan untuk pegawai 

swasta. 
Syafrin menegaskan bahwa 

segala kemungkinan masih 
dalam tahap pembahasan 
hingga saat ini. Sebab, skema 
pengaturan jam kerja untuk 
perusahaan swasta di Ibu Kota 
akan memengaruhi perusa-
haan cabangnya yang berada 
di wilayah lain. 

Ia mencontohkan, pegawai 
yang bekerja di Jakarta masuk 
saat malam hari. Sedangkan. 
Pegawai yang bekerja di Sura-
baya, Jawa Timur, masuk saat 
pagi hari. 

 Dengan demikian, bisa 
jadi perbedaan jam masuk 
kerja itu membuat kinerja 
dari perusahaan menjadi tidak 
efektif. “Kembali lagi bahwa 
kami tidak bisa berdiri sendiri 
kan. Nah ini banyak hal (yang 
dipengaruhi pengaturan jam 

kerja), jangan sampai nanti 
dengan pengaturan itu menjadi 
inefi sien,” urai Syafrin. 

Tak hanya itu saja, kekha-
watiran lain akibat pengaturan 
jam kerja adalah penambahan 
biaya (cost) pihak perusahaan. 

Syafrin mencontohkan, 
suatu perusahaan telah menga-
tur jam kerja para pegawainya. 
Biasanya, pada sore hore pe-
rusahaan sudah mematikan 
listrik di gedungnya. Namun, 
ketika pengaturan jam kerja 
diterapkan dan memundurkan 
waktu kerja para pegawainya, 
perusahaan terpaksa mem-
perpanjang waktu penggunaan 
listrik gedungnya. 

“Jangan sampai justru ini 
(pengaturan jam) menimbul-
kan high cost untuk kalangan 
tertentu yang sudah melakukan 
itu. Dari perusahaan misalnya, 

biasanya kan setengah lima 
atau jam lima sudah dimatikan 
listrik. Begitu ada tambahan 
jam, otomatis biaya itu akan 
meningkat lagi,” urai Syafrin. 

Ia pun menyebut penam-
bahan biaya itu bakal dibe-
bankan kepada pihak peru-
sahaan. “Tentu perusahaan 
yang bersangkutan kan (yang 
menanggung tambahan bi-
aya),” ujarnya. 

Untuk mengantisipasi se-
jumlah dampak pengaturan 
jam kerja, Syafrin hendak 
menggelar diskusi dengan 
asosiasi pengusaha di Ibu 
Kota. Dalam kesempatan itu, 
ia belum menjelaskan kapan 
tepatnya Dishub DKI bakal 
menggelar diskusi tersebut. 
“Oleh sebab itu, ada saran 
kemarin (untuk) mengundang 
keseluruhan asosiasi. Kemu-

dian didiskusikan bagaiamana 
dampaknya terhadap mereka. 
Jika di situ ada cost, siapa yang 
akan menanggung cost itu,” 
paparnya. 

Diberitakan sebelumnya, 
Dishub DKI hendak mengu-
jicoba pengaturan jam kerja 
untuk mengatasi kemacetan di 
Ibu Kota. Kini, Dishub DKI 
tengah merancang uji coba 
program tersebut.

Kata Syafrin, usai diram-
pungkan, desain uji coba itu 
akan disampaikan ke Gu-
bernur DKI Jakarta Anies 
Baswedan.

Ia menyatakan, proses 
pembuatan desain uji coba itu 
harus dilakukan secara hati-
hati. Sebab, pemerintah pusat 
turut terlibat dalam program 
pengaturan jam kerja tersebut. 
 yan
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PAMERAN REKONSTRUK7 DI STUDIO HANAFI
Pengunjung melihat salah satu karya seni 
yang dipamerkan di Studio Hanafi , Depok, 
Jawa Barat, Jumat (2/9). Pameran yang ber-
langsung hingga 17 September 2022 tersebut 
merupakan karya dari tujuh perupa muda 
yang menampilkan karya-karya kertas dan 
instalasi yang bertajuk Rekonstruk7.

JA K A RTA  ( I M )  - 
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) DKI Jakarta mencatat 
capaian imunisasi campak 
dan rubella tahap dua un-
tuk anak-anak di Ibu Kota 
mencapai 90 persen per 31 
Agustus 2022. “Ini meru-
pakan kerja kolosal, kolab-
orasi bersama mewujudkan 
generasi yang akan datang 
sehat,” kata Wakil Gubernur 
DKI, Ahmad Riza Patria di 
Jakarta, Jumat (2/9).

Riza menjelaskan, saat 
ini DKI Jakarta berada di 
peringkat pertama dalam 
memberikan imunisasi tam-
bahan campak rubella (MR) 
dengan persentase 90,54 
persen atau 648.037 balita. 
Pihaknya saat ini fokus untuk 
mengejar sisa bali yang be-
lum mendapatkan imunisasi 
tambahan tersebut. “Masih 
sekitar 10 persen lagi terus 
bergerak untuk anak-anak 
Indonesia yang sehat dan 
kuat,” kata Riza.

Pemprov DKI menyam-

paikan apresiasi atas du-
kungan semua pihak dan 
komitmen para pimpinan 
serta seluruh perangkat dae-
rah, PKK, tokoh masyara-
kat, tokoh agama dan para 
kader posyandu. Selain itu 
masyarakat luas yang terlibat 
dalam pelaksanaan imunisasi 
tahap dua itu. “Suatu upaya 
bersama dalam memberi-
kan perlindungan bagi anak-
anak,” kata Riza.

Secara serentak bersama 
provinsi lain di Jawa-Bali, 
Pemprov DKI menggelar 
program Bulan Imunisasi 
Anak Nasional (BIAN). Ke-
pala Dinas Kesehatan DKI 
Widyastuti menjelaskan, 
Pemprov DKI menargetkan 
715.782 balita diimunisasi 
tambahan campak dan ru-
bella. “Sasarannya adalah bayi 
balita usia sembilan sampai 59 
bulan dengan sasaran di DKI 
sebanyak 715.782 anak atau 
35.789 anak per hari,” kata 
Widyastuti di RSUD Cengk-
areng, Rabu (3/8).  yan

Capaian Imunisasi Anak Tahap 
Kedua di Jakarta Sudah 90 Persen


